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ABSTRAK 

Judul Skripsi: "TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN 

MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLTK INDONESIA 

TAHUN 1945·•. 

Setelah dilakukan nya amandemen atas pasal I ayat (2) UUD 1945, maka 

MPR secara signifikan berubah baik dari sisi kedudukan, cugas maupun 

wewenang, Menurul pasal l ayal (2) UUD 1945 hasil amandemen, kedaulatan 

rakyal tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melaikan dilaksanakan 

menurut UUD. Pengertian yang didapat dari perubahan pasal ini menyebabkan 

MPR tidak lagi memiliki kedaulatan eksklusif sebagai satu-satunya pelaksanaa 

kedaulatan rakyat. Sebab setelah dilakukannya amandemen tersebut, presiden juga 

dipilih langsung oleh rakyal, yang berarti bahwa presiden juga mendapat mandate 

langsung untuk melaksanakan kedaulatan rak-yat. 

Demikian juga dengan lomposisi anggota MPR. Setelah dilakukannya 

amandemen terhadap UUD 1945, Komposisi tersebut menjadi hanya terdiri dari 

para anggota DPR dan para anggota DPD.Utusan Golongan yang sebelum 

amandemen UUD l 945 merupakan salah satu pilar dari tiga pilar komposisi 

anggota MPR dihilangkan. Karena Komposisi anggota MPR yang kin.i hanya 

terdiri dari dua dewan saja yakni DPR dan DPD, maka kemudian d1sebul bahwa 

MPR menganut system lembaga perwakjlan atau parlemen bicameral. Akan tetapi 

dengan ruanunya system bicameral temyata tidak makin memperkual posisi MPR 

secara keseluruhan Setelah refonnasi bergulir sejak lahun 1998 sampai dengan 

2002. membawa perubahan terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan produk 

hukum MPR dan seteJah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang 

memberlak-ukan Kembali Ketetapan MPR Berdasrkan lalar belakang diatas 

xi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Berdirinya suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan yang 

melekat pada negara.Kedaulatan merupakan unsur yang penting dalam suatu 

negara.Hal ini mengingat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang 

merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. 

 Pada umumnya negara modern di dunia menyatakan dirinya sebagai negara 

yang bersistem pemerintahan demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang bersumber 

pada kedaulatan rakyat.Kedaulatan rakyat merupakan paham ketatanegaraan yang 

menjabarkan penyaluran aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 

mengaturnya dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara.
1
 

 Kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia tidak 

dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah perkembangan demokrasi itu sendiri.Setelah 

meraih kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 

Agustus 1945.Negara ini sebenarnya masih belum benar-benar terlepas dari bentuk 

penjajahan oleh kerajaan Belanda. Sebagai negara merdeka, pada tanggal 18 Agustus 

1945 diberlakukanlah konstitusi yang baru, yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 

yang akan menjadi sumber hukum tertulis. Pada saat itu bangsa Indonesia telah 

                                                           
1
 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta: Liberty, 

1999, Hal. 1.  
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memiliki sistem atau asas kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan 

kehidupan kenegaraan. Hal ini termuat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 

memuat antara lain dasar negara, tugas pemerintah Negara dan struktur dasar 

kekuasaan tertinggi negara yakni kedaulatan rakyat.
2
 

 Asas kedaulatan rakyat tersebut kemudian dijabarkan lagi pada pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 (sebelum amandemen) yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat 

dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dari ketentuan 

tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) waktu itu adalah penyelenggara 

negara tertinggi yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya.
3
 

 Dari penjelasan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) tersebut 

berarti bahwa sumber kekuasaan ada pada rakyat.Akan tetapi jumlah rakyat Indonesia 

sangat besar, maka tidak mungkin melaksanakan sendiri kekuasaannya secara konkrit 

dan praktik. Untuk iyulah didalam UUD 1945 ditetapkan suatu lembaga yang disebut 

dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan melaksanakan kedaulatan 

rakyat atas nama rakyat.
4
 

 Di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) ditegaskan bahwa MPR adalah 

pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) yang unsur-unsurnya terdiri 

dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan Daerah, dan Utusan 

golongan (Pasal 2 ayat 1). Di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa MPR 

                                                           
2
Moerdiono, Hakekat, Makna dan Mekanisme Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan 

Kenegaraan Kita, Jakarta: BP7 pusat, 1997, hlm. 20. 
3
Ibid. 

4
Ibid. 
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merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan negara 

yang tertinggi, memegang kedaulatan negara,l sehingga kekuasaannya tidak terbatas.
5
 

 Dari penggalian secara historis atas dasar gagasan lembaga permusyawaratan/ 

perwakilan dapat dipastikan MPR harus merupakan lembaga permusyawaratan/ 

perwakilan yang benar- benar kuat dihadapan eksekutif.Tetapi dalam 

implementasinya, khususnya pada masa orde baru, MPR hanyalah sebagai lembaga 

yang dibuat untuk memenuhi formal konstitusional.Lembaga ini dalam praktiknya 

tidak sekuat yang dituntut oleh substansi konstitusi.Dalam kenyataannya MPR justru 

lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan eksekutif.Hal tersebut dapat terjadi karena 

loleh prinsip demokrasi.
6
 

 Proses pengisian keanggotaan MPR sangat menentukan peranan MPR sebagai 

lembaga kedaulatan rakyat. Komposisi keanggotaan MPR, DPR dan DPRD sebelum 

keanggotaan amandemen UUD 1945 sering menjadi sorotan dan kritikan dari 

masyarakat. Keanggotaan MPR memiliki dua perbedaan, yaitu dipilih melalui 

pemilihan umum dan diangkat, yaitu dari unsur TNI, unsur Utusan Daerah, Unsur 

Utusan Golongan dengan criteria yang tidak jelas.
7
 

 

                                                           
5
Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999, 

hlm. 234  
6
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta: Kontitusi Press, 

2006, hlm. 58. 
7
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi 

Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 164. 
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Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada akhir jabatan presiden harus 

melaporkan apa yang telah dilaksanakannya sebagai pertanggungjawaban kepada 

MPR yang di dalamnya terdapat para gubernur dan panglima TNI beserta staf lainnya 

yang secara structural berada di bawah presiden. Di dalam pertanggungjawaban 

presiden sudah pasti termasuk laporan kerja dari daerah-daerah yang telah disusun 

oleh gubernur atau juga panglima komando militer (Pangdam). Dari kondisi tersebut 

akan sulit bagi anggota MPR untuk menilai pertanggungjawaban objektif apabila 

penilaiannya disampaikan masing-masing fraksi termasuk utusan daerah yang 

anggotanya adalah gubernur. 
8
 

 Selain utusan daerah yang membuat rancunya hubungan kekuasaan, masih 

diperkuat lagi dengan adanya Utusan golongan yang pola dan criteria rekrutmennya 

tidak transparan.Penyebab tidak transparannya Utusan Golongan karena utusan ini 

ditentukan atas prakarsa Presiden. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya 

pemberian kekuasaan kepada Presiden untuk menetapkan Utusan Golongan baik atas 

usul Organisasi golongan maupun prakarsa Presiden sendiri, dapat kit abaca dalam 

Undang- Undang No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU no.16 Tahun 1969 

tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD pasal 1 butir c jo UU No. 5 

Tahun 1995 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan 

kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Karena hal di atas maka banyak tokoh-tokoh, baik 

yang memiliki keahlian, maupun mereka yang memiliki banyak pendukung dan 

sebenarnya sangat tepat representative untuk menjadi anggota MPR, ternyata tidak 

                                                           
8
Ibid.  
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terjaring dalam rekrutmen.Bahkan yang bermunculan adalah mereka yang sangat 

diragukan kemampuannya untuk menjadi wakil rakyat dari golongannya. 

 Keberadaan anggota MPR yang berasal dari Utusan dan Utusan Golongan yang 

diangkat oleh presiden menimbulkan rancunya hubungan eksekutif dan legislatif yang 

berakibat tertutupnya sistem kontrol yang efektif. Utusan Daerah dan Utusan 

Golongan sangat sulit untuk menggunakan kedaulatannya sebab terikat oleh 

hubungan kekuasaan dengan lembaga eksekutif karena mereka diangkat oleh presiden  

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meraka tidak mungkin untuk menolak 

pertanggung jawaban pemerintah yang disampaikan di akhir jabatan.
9
 

 Selama Orde Baru, pada setiap sidang pleno MPR, setiap fraksi selalu 

dikondisikan untuk menerima saja pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 

Presiden. Akibat dari kondisi tersebut, kedaulatan rakyat telah terpasang. Di DPR 

anggota Dewan akan berbicara atas nama fraksi yang berarti atas nama partai. Kalau 

tidak sesuai dengan pendapat fraksi, maka kemungkinan besar anggota yang kritis 

akan terkena recall. Disinipun telah terjadi pemasungan terhadap terhadap kedaulatan 

rakyat. Anggota dewan tidak akan menyatakan pendapatnya sesuai dengan 

kehendaknya. Padahal hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran dan berbicara 

dijamin oleh pasal 28 UUD 1945, setiap individu (anggota Dewan) mempunyai 

kewajiban membawakan suara rakyat, bukan suara partainya walaupun ia adalah 

anggota partai yang dipilih. Pada waktu itu, kebebasan mengeluarkan pendapat 

seorang anggota legislative sering merugikan dirinya sendiri karena dianggap 

                                                           
9
Ibid, hlm. 165  
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“vocall” sehingga anggota tersebut terpaksa di- recall oleh partainya karena dianggap 

tidak sejalan dengan fraksi. 

 Hak untuk me-recall memang diatur dalam pasal 43 UU No. 2 tahun 1985 

tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, dan DPRD yang menyatakan bahwa hak recall untuk Organisasi Partai 

Politik (OPP) atau Golongan Karya dan ABRI ada pada OPP yang bersangkutan atau 

pada Panglima ABRI (PANGAB). Pelaksanaannya terlebih dahulu harus 

dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR.Berdasarkan peraturan inilah masing-

masing OPP dan PANGAB memiliki kekuasaan yang luar biasa untuk me-recall 

anggotanya yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah.Bagi anggota DPR 

yang di-recall dengan sendirinya berdampak kehilangan keanggotaannya di MPR. 

 Kedudukan sebagai anggota MPR adalah sebagai wakil dari rakyat yang 

berdaulat (citoyen).Anggota MPR adalah yang berkedudukan sebagai anggota DPR 

dipilih oleh DPD melalui pemilihan umum.Kedudukan setiap anggota MPR dari 

masing-masing unsure baik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebur 

menjadi satu sebagai penjelmaan rakyat yang berdaulat.Kedudukan anggota MPR 

harus dipahami sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang bedaulat. 

 Setelah dilakukan nya amanden atas pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka MPR 

secara signifikan berubah baik dari sisi kedudukan, tugas maupun 

wewenang.Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, kedaulatan rakyat 

tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melainkan dilaksanakan menurut 

UUD.Pengertian yang didapat dari perubahan pasal ini menyebabkan MPR tidak lagi 
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memiliki kedaulatan eksklusif sebagai satu-satunya pelaksana kedaulatan 

rakyat.
10

sebab setelah dilakukannya amandemen tersebut, presiden juga dilpilih 

langsung oleh rakyat, yang berarti bahwa presiden juga mendapat mandate langsung 

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 

 Demikian juga dengan komposisi anggota MPR.Setelah dilakukannya 

amandemen terhadap UUD 1945, komposisi tersebut menjadi hanya terdiri dari para 

anggota DPR dan para anggota DPD.Utusan Golongan yang sebelum amandemen 

UUD 1945 merupakan salah satu pilar dari tiga pilar komposisi anggota MPR 

dihilangkan.Karena komposisi anggota MPR yangkini hanya terdiri dari dua dewan 

saja yakni DPR dan DPD, maka kemudian disebut bahwa MPR menganut sistem 

lembaga perwakilan atau parlemen bicameral.Akan tetapi dengan dianutnya sistem 

bicameral ternyata tidak makin memperkuat posisi MPR secara keseluruhan.Setelah 

reformasi bergulir sejak tahun 1998 sampai dengan 2002, membawa perubahan-

perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.Yang membawa dampak 

terhadap kedudukan, wewenang, tugas, dan produk hukum MPR.
11

Bersdasarkan latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul TINJAUAN 

TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 

                                                           
10

Ibid. hlm. 2. 
11

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Kembali Materi san Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai 
dengan Tahun 2002. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kedudukan hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia dalam tata urutan (hierarki) peraturan perundang-

undangan Pasca amandemen UUD 1945? 

2. Bagaimana pengujian terhadap Ketetapan MPR/S dalam sistem 

ketatanegaraan RI? 

C. Ruang lingkup 

Sehubung dengan luasnya ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi 

pada kedudukan dan kewengan serta pengujian ketetapan MPR pasca 

amandemen UUD 1945 serta Tap MPR yang berlaku hingga sekarang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk ; 

1. Untuk Mengetahui Perubahan kelembagaan MPR RI setelah amandemen 

UUD 1945; 

2. Perubahan susunan dan kedudukan MPR RI setelah amandemen UUD 

1945. 
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Manfaat skripsi ini; 

1. Untuk refrensi bagi masyarakat mengenai MPR; 

2. Untuk referensi bagi instansi yang terkait; 

3. Sebagai sumbangsih informasi bagi mahasiswa khususnya dibidang 

hukum. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori digunakan sebagai alat untuk membedah, menganalisis 

permasalahan penelitian dengan menggunakan teori dan konsep sesuai dengan 

bidang (disiplin) ilmu yang dianalisis.
12

 

1. Teori Kedaulatan Rakyat 

Teori kedaulatan rakyat didasarkan pada perjanjian masyarakat dan 

pembentukan negara.Teori ini menganggap bahwa kehendak rakyat 

merupakan sumber dari kekuasaan pemerintah.Prinsip inilah yang kemudian 

dikenal sebagai prinsip demokrasi.Indonesia, di dalam konstitusinya berada 

ditangan rakyat, yang berarti Indonesia menganut asas kedaulatan 

rakyat.Tertulis bahwa konsep kedaulatan rakyat sudah menjadi polemik 

intelektual diantara para pejuang kemerdekaan sejak tahun 1930-an, jauh 

sebelum konsep-konsep modern seperti Negara Hukum (rechstaat), Hak 

Asasi Manusi (HAM) dan lain-lain diperdebatkan dalam rangka penyusunan 

UUD 1945.Karena itu ia tidak dapat dilepaskan dalam memahami gagasan 

                                                           
12Modul Perancangan Undang-Undang, Sekretariat Jendral DPR RI, 2008, Hlm. 13. 
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kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang berlaku 

sekarang.
13

 

Dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, para pendiri negara telah 

mengambil keputusan yang teramat penting dalam proses mendirikan negara 

baru. Keputusan tersebut merupakan tujuan dari didirikannya negara 

Republik Indonesia yaitu:
14

 

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat.” 

Hal ini menunjukkan sifat modern dari Undang-Undang Dasar 

1945.Karena negara modern umumnya kekuasaan tertingginya ada pada 

rakyat.Namun tidaklah mungkin apabila seluruh rakyat melaksanakan 

kekuasaannya secara langsung (demokrasi langsung).
15

 Oleh karena itu 

kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada 

lembaga yang mewakili rakyat, maka lembaga tersebut akan menghasilkan 

                                                           
13

Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesi, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994, hlm. 2-3. 
14

Dahlan Taib, Op. Cit hlm. 2. 
15

Ibid. 
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produk-produk hukum sesuai dengan kehendak atau kemauan rakyat yang 

telah diwakilinya. 

2. Teori negara hukum 

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokratis, Telah 

melakukan beberapakali perubahan konstitusi sebagai bentuk pelaksanakan yang 

bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum.berdasarkan asas negara hukum 

bahwa setiap tindakan aparatur negara haruslah berlandaskan pada hukum agar 

mencerminkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Negara hukum dan 

demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, karena 

demokrasi tanpa negara hukum bukanlah demokrasi dalam bentuk yang 

sesungguhnya dan akan kehilangan bentuk dan arah, sementara negara hukum 

yang tidak demokratis akan kehilangan makna.
16

 Istilah negara hukum 

(rechtsstaat) berkaitan dengan paham rule of law, juga berkaitan dengan paham 

nomokrasi yang berasal dari kata nomos dan cratos. Nomos berarti norma, dan 

cratos yang berarti kekuasaan, yang artinya kekuasaan oleh norma atau 

kedaulatan hukum. Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara menurut paham nomokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang 

berdaulat adalah norma atau hukum.
17

 

 

 

                                                           
16

Sarja, Op, Cit, Hlm. 31. 
17

Anwar, Teori Dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi, Malang: Setara Press, 2015, Hlm. 46. 
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3. Teori Pengujian Norma Hukum (Peraturan Perundang-undangan) 

Teori jenjang norma hukum tersebut, baik yang dikemukakan oleh Hans Kelsen 

dan Hans Nawisky tidak terlepas dari konsep pengujian norma hukum. Dalam 

prktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang 

biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiga-tiganya sama-sama 

merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan 

keputusan hukum yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

pengaturan (regling), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan 

administratif (bechikking), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

penghakiman yang biasa disebut vonis.
18

 

G. Metode Penelitian 

Suatu laporan penelitian akan ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila 

disusun dengan metode penelitian yang tepat, penelitian dimulai ketika seorang 

berusaha memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode 

dan tehnik tertentu yang bersifat ilmiah.
19

Metode penelitian yang digunakan dalam 

pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan 

materi penulisan skripsi. 

                                                           
18

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 

2006, hlm. 1. 
19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986, Hlm. 12. 
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1. Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.Penelitain yuridis normatif 

adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan 

ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari 

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini.
20

 

2. Data penelitian 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian 

ini.
21

Diantaranya (UUD 1945, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 dan 

undang-undang lainnya). 

a. Bahan hukum primer 

UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder 

                                                           
20

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 Cetakan Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm, 30. 
21

Zainudin Ali, Op.,Cit, Hlm. 23. 
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Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait 

dengan penelitian ini.
22

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal 

dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
23

 

3. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan 

perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang 

dianggap relevan degan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.
24

 

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan 

(library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-

dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik 

yang berupa buku,karangan ilmiah,perturan perundang-undangan dan bahan 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan 

mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterprestasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

4. Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah bahan 

                                                           
22Ibid. 
23Bambang Sugiono, “ Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 Hlm.113-114 
24

Zainudin Ali, Op.,Cit, Hlm. 109. 



32 
 

hukum didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan 

gambaran mengenai situasi yang di teliti dalam bentuk uraian naratif.Tujuan 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lebih sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

topic permasalahan yang dibahas.
25

 

5. Teknik penarikan kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian penulisan skripsi ini 

memakai metode induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan 

mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian menarik kesimpulan 

yang berupa suatu gagasan atau kesimpulan umum.
26
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Moh. Nazir, Metode Penelitain, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hlm. 45. 
26

Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta:Granit, 2004, Hlm. 102. 
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